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BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN BEDAH RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMANDAU,

a. bahwa dalam rangka pengeloiaan dana Bantuan Bedah Rumah
Tidak Layak Muni di Desa / Kelurahan dipandang perlu menetapkan
Sistem dan Prosedur Pencairan Dana Bantuan Bedah Rumah Tidak
Layak Hun! sebagal acuan bag! Desa / Kelurahan dan Tim Verifikasi
Desa / Kelurahan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a. perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Lamandau.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas , Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten BaritoTimur Di Provinsi
Kalteng (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali di ubah berakhir dengan Undang
-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Undang - undang.












